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RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS GENDER UNTUK
MELAKUKAN PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Kamilatul Qonita

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis memaparkan mengenai analisis yuridis pemalsuan
identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum pidana.
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya banyak terjadinya perbuatan pidana
yang dapat meresahkan masyarakat seperti tindak pemalsuan identitas untuk
melangsungkan sebuah perkawinan sejenis yang muncul di dunia maya yang
dibicarakan oleh publik. Perkawinan sesama jenis bisa terjadi karena mereka
melakukan sebuah pemalsuan identitas yang merubah atau memalsukan sesuatu objek
yang hal-halnya terlihat benar dari luar seperti memalsukan atau merubah identitas
gendernya karena tidak dapat memenuhi syarat sahnya perkawinan sesuai dengan
undang-undang perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertaggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak pemalsuan identitas gender? 2. Bagaimana akibat hukum tidak pemalsuan
identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pengumpulan yang digunakan
yakni teknik analisa deskriptif dimana bahan hukum tersebut diperoleh melalui
pendekatan kualitatif yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif untuk
menjelaskan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunujukkan berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan
diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pemalsuan identitas gender dilihat dari beberapa unsur-unsur
yakni mampu bertanggungjawab, dengan adanya sebuah kesalahan dan kesengajaan,
dan tidak adanya alasan pemaaf. Apabila pelaku pemalsuan identitas gender telah
memenuhi unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pemaaf seperti gangguan mental
atau cacat mental maka tidak mungkin dikenakan hukuman pidana. Jadi apabila sudah
memenuhi semua unsur-unsurnya pelaku pemalsuan identintas gender maka pelaku
harus mempertanggungjawabankan perbuatannya dengan diberikan hukum pidana
berupa hukuman pidana



REPOSITORY

&N
=
e
<
=
g
o
o
n
L
(T
=}
2
%
el
<
>
[
=
=)

ak Cipta Milik UNISMA

Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan identitas gender yakni dikenakan
hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal 263 dengan tuduhan perbuatan
pemalsuan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
selanjutnya akibat pemalsuan dari perkawinan sejenis akan terjadinya pembatalan
perkawinan dan status perkawinannya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan.
terkait status hukum dikembalikan seperti semula serta harta kekayaan tetap dalam
keadaan terpisah.

Kata Kunci : Pemalsuan Identitas Gender, Pertanggungjawaban pidana, akibat hukum
pemalsuan identitas gender
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SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF GENDER IDENTITY FALSE FOR
CONDUCTING SAME-SEX MARRIAGES IN CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE

Kamilatul Qonita

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author describes the juridical analysis of falsifying gender
identity to engage in same-sex marriages froma criminal law perspective. This research
is motivated by the existence of many criminal acts that can unsettle the community,
such as identity fraud to enter into a same-sex marriage that appears in cyberspace
which is discussed by the public. Same-sex marriages can occur because they commit
identity falsification which changes or falsifies an object whose things look right from
the outside, such as falsifying or changing their gender identity because they cannot
fulfill the legal requirements of marriage in accordance with the marriage law.

Based on this background, this paper raises the following problem
formulations: 1. What is the criminal responsibility for the perpetrators of gender
identity falsification? 2. What are the legal consequences of not falsifying gender
identity to carry out same-sex marriages?

This research is a normative juridical research using statutory approach,
conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this study
consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal
materials with the collection used namely descriptive analysis techniques where the
legal material is obtained through a qualitative approach which is then drawn
conclusions inductively to explain the conclusions.

The results of this study show that based on what has been explained above, the
writer can conclude that criminal responsibility for the perpetrators of the act of
counterfeiting gender identity is seen from several elements, namely being able to be
responsible, with the existence of a mistake and intention, and the absence of excuses.
If the perpetrator of falsification of gender identity has fulfilled these elements and
there is no reason for forgiveness such as a mental disorder or mental disability, then
criminal punishment is not possible. So if all the elements have been fulfilled, the
perpetrators of gender identity falsification, the perpetrators must be held accountable
for their actions by being given criminal law in the form of criminal penalties.

The legal consequences of the crime of falsifying gender identity are subject to
imprisonment in accordance with Article 263 with accusations of forgery subject to
imprisonment for amaximum of 6 (six) years and furthermore as a result of falsification
of same-sex marriages there will be an annulment of the marriage and the marital status
will be considered invalid because do not meet the marriage requirements that have

Xi
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been described in the marriage law. related to legal status is returned to its original state
and assets remain in a separate state.

Keywords: Falsification of Gender Identity, Criminal Liability, Legal Consequences
of Forgery of Gender Identity
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

REPOSITORY

Negara Indonesia merupakan negara hukum dalam arti ketentuan dalam
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Undang-Undang Dasar. Hukum sebagai tatanan tindakan manusia yang berisi
mengenai sistem aturan. Jadi hukum sebagai alat untuk mengatur hubungan antar
masyarakat dengan negara itu sendiri yang bertujuan untuk segala sesuatunya dapat
berjalan dengan teratur dan displin. Sebab itu tujuan dibentuknya hukum berguna
untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat sesuai yang ada di
Pancasila.

Di era globalisasi yang semakin maju ini maka semakin maju juga
perkembangan ilmu pengetahuan khusunya masalah sosial, apabila ilmu
pengetahuan semakin maju tetapi tidak diimbangi oleh semangat kemanusiaan maka
dapat menyebabkan banyak hal yang negatif dari pada sesuatu yang positif. Banyak
dampak yang negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan yang di salah gunakan
seperti halnya tindakan yang melanggar suatu peraturan atau dapat dikatakan
dengan berbagai macam tindak pidana. Dampak dari perbuatan pidana tersebut
menyebabkan gangguan pada masyarakat mengenai ketentraman, kedamaian yang
sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dari banyaknya kasus tindak pidana ini mungkin akan terus terjadi dapat
menimbulkan banyak keresahan dari berbagi pihak baik masyarakat maupun

pemerintah. Oleh sebab itu hukum pidana dapat menjadi alat atau sarana terhadap
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penanganan terhadap masalah tersebut yang diharapkan mampu memberikan jalan
keluar dan keadilan yang tepat.
Di Indonesia banyak terjadi macam-macam kejahatan tidak hanya

pembunuhan, korupsi, judi tetapi juga perbuatan pemalsuan. Kejahatan ini
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dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan, kejahatan pemalsuan termasuk kepalsuan
atau menyesatkan suatu objek yang hal-halnya terlihat benar dari luar.® Pemalsuan
dapat dilakukan dengan berbagai cara contohnya seperti pemalsuan surat,
pemalsuan uang, atau pemalsuan identitas gender.

Membuat identitas palsu dilakukan dengan cara merubah data, surat atau
bentuk serupa tanpa adanya izin yang berhak. ldentitas gender seseorang yang
semestinya dapat mengambarkan karakter diri seseorang dengan gampangnya bisa
dipalsukan. Biasanya banyak yang merubah identitas gendernya sesuai dengan
gender yang mereka inginkan seperti merubah dari identitas gender pria menjadi
wanita ataupun sebaliknya. Sebab itu tindak kejahatan pemalsuan banyak
menimbulkan dampak merugikan dan membawa akibat buruk untuk merusak citra
bangsa. Kebanyakan pemalsuan identitas gender ini banyak terjadi di perkawinan
sesama jenis, karena sudah dijelaskan bahwa apabila ingin mengadakan sebuah
perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
perkawinan tetapi para hubungan sejenis tidak dapat melengkapi syarat sahnya

perkawinan.

1| Made Mudana Adi Putra, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-
Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian, Jurnal Analogi Hukum, Vol.4, No.1

ak Cipta Milik UNISMA



REPOSITORY

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

ak Cipta Milik UNISMA

Dalam rukun perkawinan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah adanya
calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi berdasarkan undang-undang
perkawinan di negara Indonesia tidak mengenal dan membenarkan perkawinan
sejenis. Jika sudah ditentukan bahwa pasangannya yakni mempelai wanita dan pria,
maka perkawinan sesama jenis di Indonesia merupakan pelanggaran hukum
perkawinan.

Bahkan sekarang ini banyak terjadi pernikahan sejenis yang menjadi berita
yang muncul di dunia maya yang sering dibicarakan oleh publik. Di Indonesia tidak
dilegalkan hubungan menyimpang ini apalagi terjadinya suatu perkawinan sejenis
justru melanggar undang-undang perkawinan. Bagi pasangan sesama jenis masih
tetap melakukan hubungan itu dan melanggar hukum hingga melakukan suatu
perkawinan yang tidak jujur seperti melakukan pemalsuan identitas hanya untuk
membangun rumah tangga bersama maka akan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal.
Sebab itu dengan adanya hukum pidana pelaku tindak pidana pemalsuan gender
dapat mendapatkan pertangunggjawaban dan sanksi hukum pidana agar timbul rasa
jera pada pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus yang terjadi tentang pemalsuan identitas untuk melakukan
perkawinan sejenis adalah Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Jmr. Menyatakan bahwa
SB atau Ayu dan MF telah melakukan tindakan kejahatan pemalsuan identitas
secara bersama-sama. Kasus ini yang terjadi di Desa Plalangan, Kecamatan Panti,
Jember. Perkawinan sejenis antara MF dengan Ayu pada tanggal 3 Oktober 2017.

Kasus ini terungkap ketika pasangan tersebut ingin melangsungkan perkawinan di



KUA setempat dengan memalsukan identitas salah satu pihak. MF dan Ayu dituntut
hukuman penjara dan dinyatakan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP tentang
pemalsuan dokumen.?

Dengan adanya fakta kasus perkawinan sejenis yang terjadi di Indonesia
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mengambil skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN
IDENTITAS GENDER UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN SEJENIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pemalsuan
identitas gender?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan
perkawinan sesama jenis?
C. Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pemalsuan identitas gender.

2Dian Kurniawan, 16 November 2017 “Pasangan Sesama Jenis Jember Menanti Sidang Pemalsuan
Identitas”, https://www.liputan6.com/regional/read/3165329/pasangan-sesama-jenis-jember-menanti-
sidang-pemalsuan-identitas
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2. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk
melakukan perkawinan sesama jenis.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara

REPOSITORY

teoritis, yaitu :
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1. Manfaat Teoris
a. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan khasanah ilmu
pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum lebih utama yang
menyangkut tentang pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan
sejenis.
b. Bagi Fakultas Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi Fakultas
Hukum terutama dalam hal tentang pemalsuan identitas gender untuk
melakukan perkawinan sejenis.
c. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan pada masa yang akan
datang terkait masalah tentang pemalsuan identitas gender untuk melakukan
perkawinan sejenis.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan bagi masyarakat

untuk tidak melakukan pemalsuan identitas gender untuk melakukan

ak Cipta Milik UNISMA



perkawinan sejenis dan diharapkan dapat menghindari perbuatan yang
melanggar peraturan tersebut.
b. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam

REPOSITORY

melakukan upaya penegakan khususnya mengenai pemalsuan identitas

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

gender untuk melakukan perkawinan sejenis.
E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis sudah melakukan penelusuran
terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan
penelitian yang sama berkaitan dengan analisis yuridis pemalsuan identitas gender
untuk melakukan perkawinan sejenis dalam prespektif hukum pidana. Ada beberapa
kemiripan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan pemalsuan identitas.
Dari penelitian yang memiliki kemiripan dan ada perbedaan jika dibandingkan
dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang pertama, vyaitu analisis yuridis kriminologis mengenai
pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan pasal 266 Kitab
Undang-Undang Pidana, yang disusun oleh Dani Rahman, Mahasiswa Universitas
Pasudan. Yang memiliki kemiripan dengan penulis yaitu sama-sama membahas
mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian
penulis yakni mengenai pembahasan yang berfokus pada kriminologi dan juga
hanya berfokus pada pasal 266 KUHP.

Penelitian yang kedua yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana

pemalsuan identitas diri dalam perkawinan, yang disusun oleh Syabri Cahyantoro,

ak Cipta Milik UNISMA
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mempunyai kemiripan dengan
penulis yakni sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan identitas di
perkawinan. Sedangkan perbedaannya yakni pada rumusan masalahnya membahas
tentang faktor pelaku melakukan pemalsuan identitas diri dan penegakan hukum
terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

Penelitian yang ketiga yakni penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal
usul perkawinan (studi Polres Asahan), yang disusun oleh Bagas Kurniawan,
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang memiliki kemiripan
dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana pemalsuan dalam
perkawinan melainkan perbedaannya pada metode penelitian yang meneliti di
polres asahan dan juga pada rumusana masalah yang berfokus membahas tentang
pemalsuan asal-usul perkawinan.

Dari beberapa penelitian di atas, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No. PROFIL JUDUL

1 | DANI RAHMAN ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS
UNIVERSITAS MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI
PASUNDAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN

DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

ISU HUKUM

1) Apa saja faktor-faktor kriminologi penyebab pelaku melakukan
pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ?

2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas
diri dalam perkawinan dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana?

3) Upaya apa vyang dilakukan oleh pemerintah/negara untuk
memperkecil kejahatan identitas diri dalam perkawinan?

INTI PENELITIAN
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1)

2)

3)

Dari sudut kriminologi faktor-faktornya seperti faktor politik dan
faktor sesuka sama jenis atau latar belakang yang mendorong
seseorang untuk melakukan pemlasuan baik itu desakan dari orang
lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Jika memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik maka akan
diancam hukuman pidana yang sudah diatur dalam pasal 266 KUHP
Pemberantasan harus dilakukan sampat inti hingga akarya agar
menguak apa saja penyebab yang dapat membuat seseorang tumbuh
sebagai mestinya dan harus kita cegah tidak terjadi kejahatan-
kejahatan yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN  Membahas mengenai pemalsuan identitas untuk melakukan

perkawinan dalam hukum pidana

PERBEDAAN Yakni Terletak pada pembahasan yang lebih fokus di

krimimologis dan hanya di Pasal 266 KUHP

No.

PROFIL JUDUL

SYABRI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
CAHYANTORO PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

PERKAWINAN

ISU HUKUM

1)

2)

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak
pidana pemalsuan identitas diri didalam perkawinan?

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pemalsuan identitas diri dalam perkawinan?

INTI PENELITIAN

1)

2)

Salah satu utama faktor para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan
pealsuan identitas dalam perkawinan yakni karena disiplin hukum. Dalam
tindak pidana pemalsuan pelaku ingin melakukan kejahatan dengan tujuan
tertentu dan melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya.
Dalam hal penegakan dalam menangani tindak pemalsuan identitas diri
dalam perkawinan ini harus lebih ditegakan agar tidak terjadi lagi atau
lebih berkurangnya tindak pidana pemalsuan diri dalam perkawinan.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN  Topik pembahasan sama-sama membahas mengenai tindak

pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan.
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PERBEDAAN Terletak pada rumusan masalahnya lebih berfokus membahas

mengenai penegakan hukum pemalsuan identitas di
perkawinan.

No.

PROFIL JUDUL

BAGAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KURNIAWAN PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN

UNIVERSITAS
MUHAMMADIY AH
SUMATERA UTARA

(STUDI DI POLRES ASAHAN)

ISU HUKUM

1)
2)

3)

Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pemalsuan asal usul
pernikahan?

Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul
pernikahan?

Bagaimana kendala dan upaya kepolisian menangani tindak pidana
pemalsuan asal usul pernikahan?

INTI PENELITIAN

1)

2)

3)

Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas ada dua yakni faktor
intern dan ekstern yang terdiri atas faktor kedisplinan dalam
mematuhi aturan peraturang yang berlaku, faktor pendidikan, faktor
psikologi, faktor lainnya seperti faktor adminitrasi yang sangat repot,
faktor lingkungan, dan faktor ekonomi.

Penegakan hukum tindak pemalsuan asal usul pernikahan ini sudah
diatur dalam undang-undang mengenai  masalah pencatat
perkawinan, tata cara penceraian, cara mengajukan gugatan
perceraian dan ketentuan suami lebih beristri lebih dari satu.
Peraturan ini harus lebih ditegaskan lagi agar tidak terjadi lagi
kejahatan seperti ini.

Kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan asal
usul pernikahan idak terbukanya pihak pencatat pernikahan bahwa
suami istri sebagai pelakunya dan upaya menanggulangi kendala ini
yakni bekerjasama dengan pihak pencatat perkawinan agar melapor
jika ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti ini.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN Membahas mengenai tindak pidana pemalsuan dalam

melakukan sebuah perkawinan.

PERBEDAAN Terletak di metode penitiannya yang meneliti di polres asahan

dan rumusan masalahnya berfokus membahas tentang
pemalsuan asal-usul perkawinan.
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Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL JUDUL
KAMILATUL QONITA TINDAKAN PEMALSUAN IDENTITAS GENDER
UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN SEJENIS
UNIVERSITAS ISLAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
MALANG
2022
ISUHUKUM

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan
identitas gender?

2. Bagaimana akibat hukum pemalsuan gender untuk melakukan perkawinan
sejenis?

NILAI NOVELTY

Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas seperti apa bentuk pertanggunjawaban
pidana terhadap pelaku pemalsuan gender dan akibat hukum tindakan pemalsuan gender
untuk melakukan perkawinan sejenis.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dan juga penelitian
empiris, Jenis-jenis penelitian ini dipisahkan menjadi kelompok-kelompok
berdasarkan jenis, sifat, dan tujuan penelitian hukum.3Penelitian yuridis normatif
yang digunakan dalam skripsi, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif
adalah penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan data sekunder atau bahan
pustaka.* Dan juga untuk mencukupi data yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini menjelaskan tentang pemalsuan

3 Suratman dan Philips Dillah, 2005, Metode Penelitian Hukum, Cet.3, Bandung : Alfabeta, h.51
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudiji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.13
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identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum
pidana.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :
a. Pendekatan Perundang Undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undang ini dilakukan melalui pembahasan
undang-undang yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti
akan dapat mengkaji apakah suatu undang-undang konsisten dan sesuai
dengan undang-undang lainnya.> Pendekatan yang dilakukan dengan suatu
pendekatan perundang-undangan yang mengkaji secara mendalam mengenai
pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dalam
perspektif hukum pidana.

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada
peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan identitas
gender untuk perkawinan sejenis. Pendekatan konseptual ini beranjak dari
pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, pendekatan ini menghasilkan
pemahaman hukum dan asas hukum untuk memahami permasalahan yang

dihadapi.®

> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, h.93
& Jhony lbrahim, 2001, Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia
Publishing, h.306
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara mempertimbangkan terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu/permasalahan yang dihadapi yang

telah menjadi putusan pengadilan dan juga telah mempunyai kekuatan

REPOSITORY
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Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian utama dalam
pendekatan kasus yakni ratiodecidendi atau reasoning yakni pertimbangan
pengadilan dalam pengambilan keputusan baik untuk tujuan praktis maupun
penelitian akademik. Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan
acuan atau referensi untuk membangun argumentasi dalam menyelesaikan
persoalan hukum.” Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengacu pada
putusan pengadilan No.16/Pid.B/2018/PN. Jmr untuk mengetahui alasan
putusan tersebut.
3. Sumber Bahan Hukum
Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka
sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya

mengikat secara hukum digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini

7 Muhamimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : University Press, h.52
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karena dikeluarkan oleh pemerintah.? Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

REPOSITORY

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
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4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
5) Putusan hakim.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat mendukung
dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer dalam penelitian untuk
memperkuat penjelasannya.® Bahan hukum ini digunakan untuk melengkapi
bahan hukum primer agar memberikan petunjuk dalam penelitian. Adapun
bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni literatur-
literatur yang terkait dalam masalah-masalah yang terkait dalam bentuk
buku, jurnal, artikel, maupun hasil-hasil dari penelitian.
c. Bahan HukumTersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan
pedoman sebagai petunjuk untuk memahami dan menjelaskan yang terkait

dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.® Bahan hukum

8 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Reneka Cipta, h.103

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Cetakan Ke-18, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.13

10 Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo, h.116
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tersier diantaranya yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
internet.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

REPOSITORY

a. Studi kepustakaan (library research), Hal ini dilakukan dengan membaca dan
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mengkaji bahan hukum primer tentang tindak pidana pemalsuan identitas
gender untuk melakukan perkawinan sejenis seperti dalam undang-undang
atau peraturan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel
dan jural ilmiah,dIl.

b. Klasifikasi Data, Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder
maka selanjutnya yaitu mengelompokkan hasil dari hasil bahan hukum yang
sudah didapatkan dan digolongkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yang digunakan teknik analisis bahan hukum yakni
metode teknik analisis secara analisis deskriptif yang menggunakan peraturan
perundang-undangan dengan bahan-bahan hukum dari bahan hukum sekunder
dan primer yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Bahan hukum dari
penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran dan menganalisa peraturan
perundang-undangan untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai peraturan
yang ada.

Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif adalah bahan
hukum yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yang disusun secara

sistematis dan urut. Pendekatan kualitatif dapat memperoleh kepastian yang jelas

ak Cipta Milik UNISMA
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untuk apa yang akan dibahas dan selanjutnya secara induktif untuk mengambil
sebuah kesimpulan untuk menjelaskan permasalah dan menyimpulkan hasil

penelitian yang ada.

. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi ini di uraikan secara singkat
melalui bab demi bab sebagai berikut :

BAB | (PENDAHULUAN) : Pendahuluan ini diuraikan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman pada
isi penelitian secara garis besar.

BAB Il (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab Il ini mengenai tinjauan
pustaka yang membahas tentang “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender
untuk Melakukan Perkawinan Sejenis”.

BAB Il (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab Il ini
dapat menguraikan tentang rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan
penulis.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab 1V ini akan dijelaskan
bagaimana dari semua kesimpulan penjelasan dan juga saran sebagai pendapat

dari pemikiran penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
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1. Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak
pidana pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dilihat
dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni mampu
bertanggungjawab, dengan kesegajaan atau kelapaan, tidak adanya alasan maaf.
Apabila pelaku mampu bertanggungjawab keadaan jiwa dan mentalnya sehat
tidak ada ganggung atau cacat mental dan sudah terpenuhi unsur-unsur tersebut
dan tidak ada alasan untuk penghapusan pidana maka pelaku tindak pidana
pemalsuan identitas gender harus tetap bertanggungjawab atas perbuatannya
yang menimbulkan kerugian dengan diberikannya hukuman pidana berupa
hukuman pidana penjara.

2. Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan identitas yakni dikenakan sanksi
pidana. Pasal 263, 266, 277, 279, 280 KUHP menjelaskan tentang penerimaan
hukuman bagi pelaku pemalsuan dalam perkawinan. Namun akibat pidana dari
pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dikenakan
hukuman lebih menekankan pada tindakan pemalsuannya saja tidak ada yang
menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum yang lainnya jadi sesuai
dengan dasar Pasal 263 KUHP dengan tuduhan melakukan sebuah pemalsuan

dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selanjutnya

67
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akibat dari pemalsuan identitas gender dalam perkawinan sejenis akan terjadi
pembatalan perkawinan secara hukum dan apabila sudah terjadi perkawinan
maka status perkawinanya dianggap tidak sah serta juga status hukum

dikembalikan seperti semula, kemudian mengenai harta kekayaan tetap dalam

REPOSITORY

keadaan terpisah.
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B. Saran

1. Bagi pemerintahan seharusnya lebih teliti dan tegas dalam memperhatikan
kasus tindak pidana pemalsuan identitas gender ini agar pemalsuan ini tidak
terulang kembali dan bagi pelaku kejahatan pemalsuan identitas ini harus
dikenakan sanksi yang berat agar timbul rasa jera dan tidak mengulang kembali
perbuatannya.

2. Bagi masyarakat disarankan tidak melakukan tindak pidana pemalsuan
identitas gender karena perbuatan tersebut telah melanggar aturan yang ada dan
hubungan sejenis itu tidak pantas dijalani atau dilakukan dan dapat
menimbulkan banyak dampak negatif.

3. Bagi petugas pencatat sipil agar lebih teliti lagi dalam menanggani masalah
data-data agar tidak terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan pemalsuan data
pribadi

4. Bagi pelaku seharusnya bukan hanya dikenakan sanksi pemalsuan identitas saja
namun juga dikenakan sanksi untuk perkawinan sejenisnya yang dilakukan oleh

pelaku agar pelaku merasa jera dan menyesal melakukan perbuatan ini.

ak Cipta Milik UNISMA
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